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ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of corporate governance (Good Corporate Governance/GCG) at
PDAM Tirta Sorume, Kolaka Regency. The study focuseson two key aspects: compliance with Standard Operating
Procedures (SOP) and the effectiveness of complaint handling mechanisms. This qualitative descriptive research
employed interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The results show that PDAM
Tirta Sorume has implemented several SOPs effectively, particularly in customer service and complaint handling,
but improvementis needed in occupational safety and human resource management procedures. The complaint
handling mechanism is generally effective, although repetitive complaints remain. Overall, the implementation of
corporate governance principles at PDAM Tirta Sorume demonstrates progress but requires strengthening in
transparency, accountability, and responsibility to enhance service quality and public trust.
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ANALISIS IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN PADA PDAM TIRTA SORUME
KABUPATEN KOLAKA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tata kelola perusahaan (Good Corporate
Governance/GCG) pada PDAM Tirta Sorume Kabupaten Kolaka. Penelitianini difokuskan pada dua aspek utama,
yaitu kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan efektivitas mekanisme penanganan keluhan
pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDAM Tirta Sorume telah
menerapkan beberapa SOP dengan baik, terutama dalam pelayanan pelanggan dan penanganan keluhan, namun
masih perlu perbaikan pada aspek keselamatan kerja dan pengelolaan sumber daya manusia. Mekanisme
penanganan keluhan sudah berjalan cukup efektif, meskipunmasihterdapat keluhanberulang. Secara keseluruhan,
implementasi prinsip GCG di PDAM Tirta Sorume menunjukkan kemajuan, namun masih perlu diperkuat pada
aspek transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepe rcayaan
masyarakat.

Kata Kunci: Tata kelola perusahaan; kepatuhan SOP; penanganan keluhan; PDAM Tirta Sorume; Kolaka
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PENDAHULUAN

Dalam UUD 1945 Pasal 33 dinyatakan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pasal ini menjadi landasan filosofis
dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya air, dalam kehidupan bernegara. Hak utama untuk
menikmati manfaat dari sumber daya air adalah rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan deklarasi The United
Nations Committee on Economic, Cultural and Social Rights yang menyatakan bahwa air bukan hanya komoditas
ekonomi, tetapijuga komoditas sosial dan budaya (social and cultural goods) dan akses terhadap air merupakan
hak asasi manusia.

Penerapan prinsip tata Kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia mulai
mendapatkan perhatian serius setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. Krisis tersebut mengungkapkan
berbagaikelemahan dalam sistem pengelolaan perusahaan, baik di sektor swasta maupun publik yang mengarah
pada penurunan kinerja dan ketidakmampuan perusahaan bertahan dalam situasi krisis. Untuk mencegah hal
serupa terulang Kembali prinsip GCG diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan
integritas dalam pengelolaan perusahaan. Seiring berjalannya waktu, penerapan prinsip GCG semakin dirasakan
penting, tidak hanya di perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga pada perusahaan-perusahaan milik negara dan
daerah, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sudarmanto, et al (2021).

Omsa, et al (2024:15) menyatakanbahwa Good Corporate Governance (GCG) merupakan syarat penting
bagi perusahaan dalam meraih kepuasan stakeholder, seperti pemilik, manajemen, karyawan, pemegang saham,
pemberi pinjaman, pemasok, pemerintah, dan masyarakat umum. GCG adalah pola hubungan, sistem, dan proses
yang digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah kepada stakeholder secara
berkesinambungan dalam jangka Panjang. Pada dasarnya, GCG adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang
dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholder, dan meningkatkan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai yang berlaku.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kolaka didirikan berdasarkan PERDA Kabupaten
Kolaka No. 6 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Tingkat I Kolaka, Yang Telah Direvisi Dengan
PERDA No. 7 Tahun 2017 tentang perusahaan daerah airminum. PDAM Kabupaten Kolaka mengemban tugas
daerah dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Kolaka untuk mewujudkan pola hidup yang
bersih dan sehat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya
air. Untuk mencapai tujuan tersebut, PDAM Kabupaten Kolaka dituntut untuk tumbuh dan berkembang secara
sehat.

Dalamupaya mencapai kinerja yang optimal, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) menjadi
aspek yang sangat penting. GCG adalah serangkaian prinsip yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan
dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan efisien. Dalam konteks PDAM, implementasi
prinsip-prinsip GCG menjadi kunci untuk mengelola sumber daya yang terbatas secara efektif, meningkatkan
kualitas layanan air bersih, serta menjaga kepercayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

PDAM Kabupaten Kolaka memiliki sejumlah SOP yangdirancanguntuk memastikan bahwa operasional
perusahaan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Beberapa Nama SOP yang ada di PDAM
Kabupaten Kolaka antara lain: 1. SOP Pengelolaan Pelayanan Pelanggan 2. SOP Pengaturan Distribusi Air 3. SOP
Penanganan Keluhan Pelanggan 4. SOP Pemeliharaan Peralatan 5. SOP Pengelolaan Keuangan 6. SOP
Pengendalian Kualitas Air 7. SOP Keselamatan Kerja 8. SOP Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Sejauh ini,
implementasi SOP di PDAM Kabupaten Kolaka menunjukkan variasi dalam penerapannya. Beberapa SOP telah
diterapkan sepenuhnya, sementara yang lain masih dalam tahap penerapan, dan Sebagian bahkanbelum diterapkan
sama sekali.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dua aspek utama: 1. Kepatuhan terhadap Standar Operasional
Prosedur (SOP), yang mencerminkan seberapa baik PDAM menjalankan prosedur yang telah ditetapkan untuk
menjamin layanan berkualitas kepada masyarakat. 2. Evaluasi efektivitas mekanisme penanganan keluhan
masyarakat, yang akan menilai seberapa efektif PDAM dalam menangani keluhan pelanggan. Penelitian ini
dilakukan untuk mengkaji bagaimana aspek-aspek tata kelola tercermin dalam prosedur operasional, penanganan
keluhan masyarakat, serta pencapaian kinerja perusahaan dalam periode waktu tertentu yang akan ditentukan
selama penelitian berlangsung.

Dengan melakukan evaluasi terhadap kepatuhan SOP dan efektivitas mekanisme penanganan keluhan,
diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi PDAM Kabupaten Kolaka dalam
meningkatkan kualitas layanandan tatakelola perusahaan. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat membantu
PDAM Kabupaten Kolaka untuk lebih memahami tantangan yang dihadapi dalam implementasi tata kelola yang
baik, sehingga PDAM dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan
perusahaan serta memenuhi harapan masyarakat.

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis dari penerapan SOP dan penanganan keluhan, tetapi
juga mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya yang memengaruhi hubungan antara PDAM dan masyarakat.
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang
manajemen dan tata kelola perusahaan, khususnya dalam konteks perusahaan daerah.
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TINJAUAN PUSTAKA

Stakeholder Teori

Stakeholder teori menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya berfungsi untuk mengejar keuntungan pribadi,
melainkan juga harus memberikan nilai tambah bagi para pemegang sahamnya Sudarmanto, et al (2021). Oleh
karena itu, keberhasilan atau kegagalan perusahaan akan berdampak langsung pada para pemangku kepentingan.

Dalam konteks hukum perusahaan, pemilik perusahaan diidentifikasi sebagai individu atau entitas yang
memiliki modal, khususnya pemegang saham dengan kontribusi finansial yang signifikan, yang memberikan
mereka pengaruh lebih besar dalam operasional perusahaan. Mereka memiliki kekuasaan untuk memilih anggota
dewan direksi, berhak untuk merekrut atau memberhentikan manajer senior, serta memiliki otoritas untuk
menyetujui atau menolak kebijakan dan strategi penting perusahaan. Meskipun undang-undang perusahaan
memberikan hak istimewa dan kontrol kepada pemegang saham, teori pemangku kepentingan sering kali kurang
menekankan hak-hak mereka. Diasumsikan bahwa pemilik modal memiliki hak untuk memastikan bahwa
perusahaan dan manajer bertindak sesuai dengan kepentin gan mereka.

Perusahaankini tidak hanya berfokus pada indicator ekonomi dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi
juga mulai mempertimbangkan faktor sosial yang relevan bagi para pemangku kepentingan, baik internal maupun
eksternal. Dengan adanya dukungan dari para stakeholder, perusahaan dapat menjamin keberlangsungan
operasionalnya. Semakin kuat dukungan yang diterima, semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk
beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Pengungkapan informasi sosial dianggap sebagai elemen penting
dalam komunikasi antara perusahaan dan para stakeholder

Agency Theory
Menurut agency theory, para agen diharuskan untuk bertindak dengan carayang sesuai demi kepentingan klien
mereka, serta memanfaatkan pengetahuan profesional, kebijaksanaan, integritas, dan keadilan dalam mengelola
perusahaan. Namun, dalam praktiknya sering muncul masalah keagenan yang disebabkan oleh perbedaan
kepentingan antara pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan dan manajemen yang bertindak sebagai
agen. Pemilik perusahaan cenderung fokus pada potensi pengembalian investasi yang maksimal, se mentara
manajemen lebih tertarik untuk mendapatkan imbalan finansial dari pemilik. Teori agensi secara khusus mengkaji
hubungan antara pihak yang memberi kewenangan (principal) dan pihak yang menerima kewenangan (agen).
agen harus mengambil tindakan yang wajar untuk kepentingan klien mereka, dan agen harus
menggunakan pengetahuan profesional, kebijaksanaan, ketulusan, keadilan untuk memimpin perusahaan. Namun
pada kenyataannya terdapat masalah keagenan karena terdapat interest gap antara kepentingan pemegang saham
sebagai pemilik perusahaan dengan pihak manajemen atau manajemen sebagai agen. Pemilik perusahaan tertarik
karena danayangdiinvestasikandapatmemberikan retumn terbesar. Pada saatyangsama, manajementertarik untuk
memperoleh pendapatan modal dari pemilik perusahaan. Secara khusus, agency theory membahas hubunga
keagenan, di mana satu pihak (principal) mendelegasikan pekerjaannya kepada pihak lain (agen).

Legistimacy Theory
Legitimacy theory adalah teori yang mengarah kepada suatu kondisi atau status yang ada ketika suatu sistem nilai
perusahaan sejalan dengan sistemnilai dari sosial yang lebih besar di mana perusahaan merupakan bagiannya.
Teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat dimana dia berada
merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh
masyarakat. Dengan demikian, organisasi secara kontinu berusaha untuk bertindak sesuai dengan batas-batas dan
norma-norma dalam masyarakat agar aktivitasnya diterima menurut persepsi pihak eksternal Deegan, (2002).
Hal yangmendasari teori legitimasi adalah “kontrak sosial” antara perusahaan dengan masyarakat dimana
perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi Ghozali, et al (2007). Keberadaan perusahaan sangat
ditentukan oleh masyarakat, karena hubungan keduanya saling mempengaruhi. Dengan demikian, diperlukan
kontrak sosial yang baik untuk mencapai keseimbangan dan menghasilkan kesepakatan yang melindungi
kepentingan perusahaan. Teorilegitimasimenyatakanbahwa legitimasi merupakan faktorpentingbagi perusahaan
dalam upaya mengembangkan diri di masa mendatang. Aspek-aspek yang terkait dengan etika bisnis, perhatian
terhadap pengembangan kinerja karyawan, dampak terhadap lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan
juga turut berperan dalam meningkatkan legitimasi. Oleh karena itu, kepedulian perusahaan terhadap lingkungan
yang ditunjukkan melalui pengungkapan informasi lingkungan diharapkan dapat meningkatkan legitimasi dan
memberikan dampak positif bagi perusahaan dalam jangka panjang.

Kerangka Pikir

Implementasi tata kelola perusahaan di PDAM Tirta Sorume Kab. Kolaka. Penelitian ini diawali dengan kajian
teoritis yang menyoroti dua aspek utama tata Kelola, yaitu kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan efektivitas mekanisme penanganan keluhan dari masyarakat. Selanjutnya penggumpulan data dilakukan
melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen dengan melibatkan informan seperti direktur utama,
manajemen pelayanan, staf operasional dan pelanggan. Dari proses tersebut, evaluasi dilakukan terhadap
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kepatuhan terhadap SOP dan efektivitas penanganan keluhan pelanggan yang dimana menjadi dasar untuk menilai
tingkat implementasi tata Kelola perusahaan di PDAM Tirta Sorume. Hasil akhir dari penelitian ini adalah temuan
kekuatan dan kelemahan dalam implementasi tata kelola, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk
memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepatuhan di PDAM Tirta Sorume
Kab.Kolaka.

Analisis implementasi Tata Kelola Perusahaan
J Pada PDAM Tirta Sorume Kabupaten Kolaka
v
Informan (Direktur utama Manajemen pelayanan , staf
Kajian Literatur Operasional dan pelanggan/masyarakat )
kaptuhan terhadap
SOPEfektivitas Mekanisme L

penanganan :elumn Teknik penguumpulan Data : ¢
masyarakat

Observasi, wawancara, telaah dokumen

A v
Analisis data: evaluasi kepatuhaan dan
Survei awal, Menyusun daftar wawancara, Melakukan efektivitas keluhan
wawancara, Menganalisis hasil wawancara, masyarakat
Mengevaluasi hasil wawancara, kesimpulan

¥

Hasil Penelitian
analisis implementasi tata kelola pada Perusahaan «— |
PDAM Tirta Sorume Kabupaten Kolaka

|

Rekomendasi
evaluasi kepatuhan dan peningkatan kualitas layanan

Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Dolah oleh peneliti, 2025

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus tunggal pada PDAM Tirta Sorume
Kabupaten Kolaka. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan
untuk menilai penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan prinsip Good Corporate Governance (GCG),
sedangkan wawancara dilakukan dengan pimpinan dan pegawai PDAM untuk menggali kendala serta efektivitas
sistem penanganan keluhan pelanggan. Dokumentasi meliputi telaah terhadap SOP, laporan kegiatan, dan arsip
pengaduanmasyarakat. Analisis datadilakukan menggunakan model Miles dan Hubermanyang mencakup reduksi
data, penyajian data, danpenarikankesimpulan, dengantriangulasi sumber danmetode untuk memastikan validitas
temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Good Corporate Governance

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di PDAM Tirta Sorume Kabupaten Kolaka menunjukkan
komitmen padakepatuhan SOP yang ada, meski efektivitasnya belum optimal. Upaya yang terlihat dari adanya
sistem pencatatan pengaduan pelanggan yang tersusun secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik, serta
adanya koordinasi antar divisi yang umumnya berjalan lancar. Meskipun terdapat kemajuan, masih ada beberapa
tantangan yang memerlukan perhatian serius. Pertama, efektivitas komunikasi kepada pelanggan belum berjalan
optimal. Banyak pelanggan yang mengaku tidak mendapatkan konfirmasi atau pemberitahuan resmi setelah
keluhan merekaselesai ditangani. Kedua, pembagian tanggungjawab antara PDAM dan pelangganterkait instalasi
dan meteran air belum disosialisasikan dengan baik, sehingga sering menimbulkan kebingungan
dan kesalahpahaman.

Kepatuhan Terhadap Stndar Operasional Prosedur (SOP)

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PDAM Tirta Sorume Kabupaten Kolaka telah berjalan cukup
baik, meskipunbelum optimal pada seluruhaspek operasional. Secaraumum, SOP pelayanan pelanggan, distribusi
air, penanganan keluhan, dan keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, menunjukkan komitmen perusahaan
terhadap peningkatan mutu layanan dan akuntabilitas. Namun demikian, pelaksanaan SOP perawatan peralatan
masih bersifat reaktif karena keterbatasan anggaran dan tenaga teknis, sedangkan SOP Keselamatan Kerja (K3)
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dan SOP Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) masih dalam tahap perencanaan dan belum diterapkan secara
resmi.

Kualitas air yang disalurkan juga belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan akibat
keterbatasan fasilitas laboratorium dan belum optimalnya instalasi pengolahan air. Temuan ini menunjukkan
bahwa penerapan SOP di PDAM Tirta Sorume telah memberikan dasar pengelolaan yang sistematis, tetapi masih
memerlukan penguatan pada aspek teknis, sumber daya manusia, dan infrastruktur agar prinsip Good Corporate
Governance dapat terwujud secara menyeluruh.

Mekanisme Penanganan Keluhan Masyarakat

Mekanisme penanganan keluhan pelanggan di PDAM Tirta Sorume Kabupaten Kolaka telah berjalan cukup baik
melalui dua saluran utama, yaitu pengaduan langsung di kantor dan pengaduan daring. Setiap keluhan dicatat dan
diteruskan ke bagian teknis untuk ditindaklanjuti pada hari yang sama atau keesokan harinya, tergantung jumlah
dan tingkat kerumitan pengaduan. Meskipun sistem ini menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik yang
responsif dan akuntabel, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kendala operasional seperti keterbatasan tenaga
teknis, kondisi geografis pelanggan, serta pembagian tanggungjawab antaraPDAM dan pelanggan terkait instalasi
dan meteran air. Selain itu, perbedaan ekspektasi antara pelanggan dan kebijakan perusahaan menjadi tantangan
tersendiri, sehingga diperlukan peningkatan komunikasi publik dan penguatan koordinasi agar mekanisme
pengaduan dapat berjalan lebih efektif dan transparan.

PEMBAHASAN

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) di PDAM Tirta Sorume Kabupaten Kolakabelum sepenuhnya berjalan sesuai
harapan. Komitmen formal terhadap GCG memang telah ditunjukkan oleh pimpinan perusahaan, namun
penerapannya dalam kegiatan operasional sehari-hari masih menemui kendala. Transparansi, misalnya, lebih
banyak dirasakan di internal organisasi melalui pencatatan pengaduan dan komunikasi pegawai via grup
WhatsApp. Akan tetapi, keterbukaan informasi kepada pelanggan belum optimal. Informasi terkait perbaikan
jaringan jarang diumumkan secara langsung, sehingga masyarakat biasanya baru mengetahui setelah air kembali
mengalir.

Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara komitmen formal dan praktik operasional. PDAM
cukup tertib dalam pencatatan internal, tetapi transparansi eksternal masih selektif. Kondisi ini berpotensi
mengurangi akuntabilitas publik. Beberapa kendala yang memengaruhi implementasi GCG adalah lambatnya
respons perbaikan, keterbatasan jumlah teknisi, serta koordinasi antarbagian yang belum maksimal.Hal tersebut
sejalan dengan penelitian (Hendra & Fahlevi, 2024) di PDAM Tirta Ogan yang menemukan bahwa penerapan
GCG yangtidak konsisten dapat menghambat kinerja perusahaan. Secara teori, kondisi ini dapat dijelaskan melalui
teori keagenan yang menekankan pentingnya keselarasan kepentingan antara manajemen (agen) dengan
pemilik/pemerintah (prinsipal). Ketidakseimbangan dalam hubungan ini menyebabkan penerapan GCG tidak
optimal dan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap PDAM.

Dengan demikian, PDAM Tirta Sorume sudahberada dijaluryangbenar dalam menerapkan GCG, tetapi masih
perlu memperkuat transparansi kepada publik, meningkatkan koordinasi, serta menyesuaikan kebijakan dengan
kemampuan operasional agar prinsip-prinsip GCG benar-benar terwujud di lapangan.

Kepatuhan Terhadap Stndar Operasional Prosedur (SOP)

Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di PDAM Tirta Sorume menunjukkan variasi pada tingkat
penerapan di berbagai bidang. Dari delapan SOP yang diteliti, beberapa sudah berjalan efektif, sementara yang
lain masih belum optimal, bahkan ada yang masih dalam tahap perencanaan.

SOP pelayanan pelanggan, distribusi air, dan keuangan relatif lebih terimplementasi dengan baik. Hal ini
terlihat dari pembagian tugas yang jelas, adanya standar pelayanan, serta sistem pencatatan keuangan yang
terstruktur. Kondisi ini mendukung pendapat (Agustina, 2021) bahwa penerapan SOP secara konsisten mampu
meningkatkan kepastian prosedur kerja, memperjelas tanggung jawab, dan meminimalkan kesalahan operasional.
Namun, implementasi SOP penanganan keluhan, perawatan peralatan, dan pengendalian kualitas air masih
menghadapikendala. Hambatan tersebut terkait keterbatasan infrastruktur, kondisi peralatan yang sudah tua, serta
minimnya anggaran.

Temuan ini sesuai dengan penelitian (Nabila, 2022) yang menegaskan bahwa efektivitas SOP sangat
dipengaruhi oleh dukungan sumber daya organisasi, baik finansial maupun fasilitas.Sementara itu, SOP
keselamatan kerja (K3) dan manajemen SDM masih berada pada tahap perencanaan dan ditargetkan baru
diterapkan pada tahun 2026. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesadaran akan pentingnya aspek K3 dan SDM,
namun regulasi internal yang mengikat belum tersedia.
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Mekanisme Penanganan Keluhan Masyarakat

Mekanisme penanganan keluhan di PDAM Tirta Sorume pada dasarnya sudah tersedia melalui saluran tatap muka
langsung maupun online. Namun, untuk jenis keluhan tertentu seperti masalah rekening, pelanggan tetap
diwajibkan datang langsung ke kantor. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengaduan daring masih terbatas dan
belum fleksibel.

Dari segi kecepatan, keluhan dapat diselesaikan pada hari yang sama jika jumlah aduan sedikit, namun sering
kali baru ditangani keesokan harinya bila laporan cukup banyak. Kondisiini mengindikasikan bahwa efektivitas
mekanisme pengaduan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga teknis dan jumlah laporan yang masuk.
Temuan ini konsisten dengan pandangan Fadia Choirunisa,etal (2024) bahwa kapasitas sumber daya dan efisiensi
sistem kerja menentukan cepat lambatnya penanganan keluhan publik.

Meskipun pencatatan aduan pelanggan sudah tertib, beberapa kendala tetap ditemui, antara lain sulitnya akses
geografis, keterbatasan peralatan, serta perbedaan persepsi terkait pembagian tanggung jawab antara PDAM
(instalasi) dan pelanggan (meteran). Faktor-faktor ini memperlihatkan bahwa infrastruktur eksternal turut
berpengaruh terhadap efektivitas layanan, sebagaimana ditegaskan Mufassaroh & Tri Murwaningsih, (2023)
bahwa infrastruktur dan kondisi geografis sering menjadi kendala dalam layanan publik.

Secara umum, mekanisme penanganan keluhan di PDAM Tirta Sorume sudah berjalan, tetapi kepuasan
pelanggan masih belum sepenuhnya terpenuhi. Perusahaan perlu memperkuat digitalisasi pengaduan,
meningkatkan kapasitas teknis, dan memperjelas komunikasi mengenai pembagian tanggung jawab agar
mekanisme ini lebih efektif dan responsif.

Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan gambaran sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuan yang ditetapkan.
Berdasarkan hasil penelitian, kinerja PDAM Tirta Sorume dapat dievaluasi melalui 5 (lima) aspek: pelayanan
pelanggan, distribusi air, keuangan, SDM, dan kualitas air. Kelima aspek ini adalah bagian dari evaluasi kinerja
secara umum, yang beberapa di antaranyatelah dibahas detail di bagian SOP. Pada aspek pelayanan pelanggan,
PDAM telah memiliki SOP pelayanan pelanggan sebagai pedoman. Namun, konsistensi pelaksanaannya masih
kurang, terutama dalam penanganan keluhan. Hal ini sejalandenganpendapat Fadia Choirunisa etal,(2024) bahwa
kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh adanya SOP, tetapi juga konsistensi implementasi.Pada
aspek distribusi air, PDAM telah berupaya menjalankan SOP distribusi, tetapi masih menghadapi kendala teknis
berupa kerusakan jaringan pipa dan infrastruktur yang belum merata. Hal ini berdampak pada belum optimalnya
cakupan pelayanan, terutama di daerah pinggiran kota.

Aspek keuangan menunjukkan hasil yang relatifbaik. Penerapan SOP keuangan dengan pencatatan teratur dan
pengawasan yang jelas membuat pengelolaan keuangan lebih akuntabel dan transparan. Namun, tantangan berupa
kebocoran air (non revenue water) masih perlu mendapat perhatian serius. Pada aspek SDM, kinerja belum
maksimal karena SOP SDM masih dalam tahap perencanaan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan
pengembangan kompetensi pegawai dan kebijakan yang tersedia. Kondisi ini sesuai dengan penelitian Moses
Soediro & Nurbianto,( 2021) yang menegaskan bahwa keterlambatan implementasi SOP SDM dapat berdampak
pada rendahnya produktivitas karyawan. Terakhir, pada aspek kualitas air, hasil uji laboratorium menunjukkan
sebagian besar masihsesuai standar. Namun, keterbatasan peralatan laboratorium dan kondisi instalasi yang belum
optimal menyebabkan air sering keruh pada musim hujan. Untuk itu, PDAM perlu meningkatkan investasi pada
fasilitas pengolahan air agar kualitas air terjaga. Secara keseluruhan, kinerja PDAM Tirta Sorume dapat dikatakan
cukup baik pada aspek keuangan dan sebagian pelayanan, namun masih perlu peningkatan signifikan pada aspek
distribusi air, penanganan keluhan, SDM, dan kualitas air.

PENUTUP
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka hasil hasil penelitian
dapat disimpulkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PDAM Tirta Sorume Kabupaten Kolaka
telah menunjukkan kemajuan melalui keberadaan berbagai SOP penting dan mekanisme pengaduan masyarakat
yang cukup tertata. Namun, implementasinya belum berjalan konsisten di semua bidang karena keterbatasan
sumber daya, infrastruktur, sertalemahnya koordinasi dan pengawasan internal. Beberapa SOP seperti manajemen
SDM dan keselamatan kerja (K3) masih dalam tahap perencanaan, sementara transparansi informasi kepada
pelanggan belumoptimal. Oleh karena itu, PDAM perlu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkankapasitas
teknis, serta memperluas keterbukaan informasi publik agar prinsip-prinsip GCG dapat terwujud secara
menyeluruh dan berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dalam penelitian PDAM Tirta
Sorume Kabupaten Kolaka disarankan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan
media informasi publik secara lebih aktif, seperti media sosial resmi. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan
konsistensi penerapan SOP dengan dukungan sumber daya, anggaran, dan peralatan yang memadai, serta segera
menyusun SOP SDM dan K3 agar operasional lebih terarah. Sistem penanganan keluhan juga perlu dioptimalkan
melalui layanan pengaduan terintegrasi berbasis digital dan koordinasi lintas bagian. Di sisi lain, peningkatan
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kinerja dapat dilakukan dengan investasi pada infrastruktur, peralatan laboratorium, dan perawatan rutin jaringan
distribusi air. Terakhir, PDAM perlu mengembangkan metode evaluasi berbobot dalam menilai penerapan Good
Corporate Governance (GCG) agar penilaian terhadap transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kewajaran
dapat dilakukan secara objektif dan berkelanjutan.
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